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Abstract 

  

Mining business which is implemented by foreign investors, is based on Contract of Work, not 

concession. Contract of Work according to Article 1338 Indonesian Civil Code is enforced as Law 

for  many party. Meanwhile, in order to realize the prosperity of the citizen, government demands 

Contract of  Work submit to Law number 1 of 2017 which has been changed into Government law 

number 8 of  2018. 

The main problem in this research would be, according to PTFI, Contract of Work would not be 

submit to the Law number 8 of 2018, whereas in research conducted by the writer, the phrase 

which lied on Article 1388 Indonesian Civil Code “ enforced as Law for many party “ doesn’t have 

to be interpreted as Contract of Work literally same meaning to the Law. Moreover, Contract of 

Work occurred as Law for both party as it is not  in contradiction with Article 33 of Constitution of 

1945 which confirms Mining and Field are managed by government for the prosperity of the 

people. People’s prosperity constitute the highest interest that  must not be ruled out by the 

existence of the Contract of Work.  

The writer recommends government to follow up the diversion  of the Contract of Work into IUPK 

for the activities of mining business PTFI in Indonesia and government should revise the Law 

number 4 of 2009 About Mineral and Coal Mining to confirm government position as mandate 

holder in Article 33 verse 3 of Constitution of 1945 in Mining field. 

 

Keywords :  Contract of Work status and divestment 

 

1. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dikaruniai 

banyak kekayaan alam, salah satunya 

adalah bahan galian tambang. Sektor 

pertambangan merupakan sektor 

andalan yang berkontribusi terhadap 

penerimaaan devisa negara ataupun 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ 

Kota. Pertambangan berdasarkan 

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

adalah sebagian atau seluruh tahapan 

mailto:rickytandy08@gmail.com


kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral 

atau batubara yang rneliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pasca tambang. 

Pemerintah Indonesia dalam 

rangka meningkatkan dividen, 

kemudian mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 

sebagaimana yang dalam 

perkembangannya telah dirubah 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Berdasarkan 

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara, perusahaan 

tambang penanaman modal asing 

setelah lima tahun produksi wajib 

melakukan divestasi saham secara 

bertahap, sehingga pada tahun 

kesepuluh sahamnya paling sedikit 

sebesar 51% dimiliki peserta 

Indonesia. Pemerintah Indonesia 

dalam hal ini berharap bahwa PTFI 

akan memberikan kontribusi 

penerimaan negara yang secara 

agregat lebih besar dibandingkan pada 

saat kontrak karya berlaku.
1
 PTFI 

                                                           
1
  Redaksi, Penandatanganan Perjanjian 

Divestasi Saham PT Freeport Indonesia, 

tetap mengacu pada kontrak karya dan 

tidak bisa menerima ketentuan Pasal 

97 tersebut dengan argumentasi 

bahwa berdasarkan Pasal 1338 

Burgerlijk Wetboek (BW), semua 

perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. PTFI 

menganggap Pemerintah Indonesia 

semena-mena mengeluarkan aturan 

yang mengalahkan atau membatalkan 

kontrak karya. Sebaliknya, 

Pemerintah Indonesia bersikukuh 

bahwa Pemerintah Indonesia 

berwenang mengatur pengelolaan 

Sumber Daya Alam yang ada di 

Negara Indonesia, dan oleh karena itu, 

PTFI wajib mematuhi ketentuan 

divestasi saham sebagaima ditegaskan 

dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Persoalan tersebut menjadi 

konflik berkepanjangan karena PTFI 

berencana membawa kasusnya ke 

arbitrase internasional. Pemerintah 

Indonesia juga siap dengan 

konsekuensi penyelesaian hukum 

melalui badan arbitrase internasional. 

Dalam perkembangannya, kedua 

pihak akhirnya bersepakat untuk 

melakukan negosiasi terkait divestasi 

                                                                                  
http://sinarkeadilan.com/penandatanganan-

perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-

indonesia/ , diakses 4 Oktober 2018 

http://sinarkeadilan.com/penandatanganan-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/
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saham. Akhirnya, pada hari Kamis 

tanggal 27 September 2018, CEO 

PTFI, Richard Adkerson, 

menandatangani Sales and Purchase 

Agreement (SPA) terkait peralihan 

sebesar 51% saham PTFI. Richard 

Adkerson mengatakan peralihan 

sebanyak 51,23% saham PTFI 

merupakan win-win solution yang 

bisa dicapai oleh perusahaannya 

dengan Pemerintah Indonesia. 

Menurut Richard, peralihan ini 

menandakan berakhirnya negosiasi 

yang telah dilakukan keduanya dalam 

beberapa tahun terakhir.
2
 Meskipun 

sudah tercapai kesepakatan tentang 

divestasi saham antara Pemerintah 

Indonesia  dengan PTFI, namun 

persoalan hukum penting yang tidak 

terjawab adalah terkait status kontrak 

karya, apakah masih berlaku setelah 

terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral Dan Batubara 

atau sudah tidak berlaku lagi. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahas status kontrak 

karya tersebut dalam penelitian 

hukum skripsi dengan judul “Status 

Kontrak karya antara Pemerintah 

Indonesia dengan PT. Freeport 

Indonesia setelah terbitnya PP Nomor 

1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

                                                           
2
  Ibid. 

Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara”. 

 

 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar 

belakang masalah, maka rumusan 

masalah yang diajukan oleh penulis 

adalah bagaimana status kontrak 

karya antara Pemerintah Indonesia 

dengan PT. Freeport Indonesia setelah 

terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara? 

 

c. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 

yang penulis ajukan, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kepastian 

status kontrak karya antara 

Pemerintah Indonesia dengan PT. 

Freeport Indonesia setelah terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian hukum yang 

digunakan oleh penulis adalah jenis 

penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang berfokus pada 

peraturan perundang-undangan. Penelitian 

ini memerlukan data sekunder sebagai 

data utama. 



 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

menegaskan bahwa “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” Berdasarkan 

ketentuan ini, negara mempunyai 

kewajiban untuk mengatur dan 

mengusahakan sumber daya alam untuk 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia
3
, 

dan sebaliknya, rakyat berhak 

mendapatkan kemakmuran melalui 

pemanfaatan sumber daya alam
4
. 

Kewajiban ini merupakan amanat 

konstitusi dan sebagai perwujudan 

tanggung jawab sosial dari negara sebagai 

konsekuensi dari hak penguasaan negara 

tersebut
5
. Dalam hal ini, negara memiliki 

kewenangan untuk membuat peraturan 

maupun kebijakan terkait pengelolaan 

sumber daya alam. 

Pengelolaan sumber daya alam, 

termasuk mineral tambang itu juga harus 

didasarkan pada sila ke-5 Pancasila, yaitu 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Menurut C.F.G Sunaryati 

Hartono, Sila Kelima menetapkan tujuan 

dan misi bangsa Indonesia ketika bersatu 

di tahun 1928 dan ketika bangsa Indonesia 

merdeka di tahun 1945 dengan 

membentuk satu negara kesatuan 

                                                           
3
 Nanik Trihastuti, 2013, Op.Cit., hlm. 2. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

Republik Indonesia
6
. Keadilan sosial bagi 

seluruh bangsa secara umum juga 

merupakan tujuan negara kesejahteraan 

yang berlandaskan hukum (Social 

Rechtstaat)
7
. Oleh sebab itu, kiranya perlu 

dipahami betul akan arti “keadilan sosial” 

itu yang merupakan terjemahan dari 

istilah dan pengertian “Social Justice”
8
. 

Keadilan sosial sebagaimana termuat 

dalam Sila Kelima Pancasila  terkait erat 

dengan konsepsi hak asasi manusia. 

Konsep keadilan sosial didasarkan atas 

prinsip hak asasi manusia dan 

egalitarianisme
9
. Konsep ini menyangkut 

derajat yang lebih besar dari 

egalitarianism di bidang perekonomian, 

misalnya, melalui kebijakan pajak 

progresif, redistribusi pendapatan, atau 

bahkan redistribusi kekayaan, karena itu, 

dalam praktik, konsep keadilan sosial 

sering dibahas dalam kaitannya dengan 

keadilan ekonomi
10

. Kebijakan-kebijakan 

demikian dimaksudkan untuk menciptakan 

kesempatan yang lebih merata dari apa 

yang ada dalam struktur masyarakat dan 

untuk menciptakan persamaan outcome 

yang dapat menanggulangi 

ketidakmerataan yang terbentuk sebagai 

                                                           
6
 Sunaryati Hartono, “Makna Nilai-Nilai Falsafah 

di Dalam Pancasila Sebagai Weltanschauung 

Bangsa dan Negara Republik Indonesia”, 

Majalah Hukum Nasional, hlm. 46 
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Jimly Assiddiqie, “Peran Konstitusional 

Keadilan Sosial”, Makalah, Malang, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PES

AN_KE- ADILAN_SOSIAL, diakses 23 

September 2019. 
10

 Ibid. 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KE-
http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KE-


akibat penerapan sistem keadilan 

prosedural
11

. 

Dengan demikian, kesejahteraan 

mayarakat itu merupakan kepentingan 

tertinggi Pemerintah dan Kontrak Karya 

tidak boleh mengurangi kepentingan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur 

bagi keberhasilan pengelolaan 

pertambangan di Indonesia sehingga 

Kontrak Karya antara PTFI dengan 

Pemerintah tidak boleh merugikan 

kepentingan kesejahteraan rakyat. Dalam 

hal ini, Pemerintah berwenang untuk 

mengevaluasi pelaksanaan Kontrak Karya 

dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan analisis di atas, maka 

sesungguhnya Kontrak Karya PTFI ketika 

tidak mewujudkan kepentingan 

kesejahteraan masyarakat ataupun tidak 

sesuai dengan Sila „Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia‟, maka Kontrak 

karya tersebut mestinya perlu direvisi 

karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila. 

Di samping itu, frasa “berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi para pihak” 

tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak 

Karya tersebut sama artinya dengan 

Undang-Undang sebagaimana ditegaskan 

dalam hierarki tata urutan peraturan 

perundang-undangan menurut Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) 

                                                           
11

 Ibid. 

Undang-Undang ini, kedudukan PP 

memang berada dibawah Undang-Undang 

sehingga dapat dikatakan ketentuan PP 

tidak boleh mengesampingkan Undang-

Undang. Istilah Undang-Undang juga 

terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 (1) 

BW yang menyatakan bahwa “semua 

perjanjian yang dimuat secara sah 

mengikat para pihak sebagai Undang-

undang”. Dalam hal ini, perjanjian 

dinyatakan berlaku sebagai Undang-

Undang dalam arti memiliki kekuatan 

mengikat bagi para pihak, namun bukan 

berarti kedudukan perjanjian sama dengan 

Undang-Undang sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga 

tidak bisa dipahami mutlak bahwa PP 

nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara sebagaimana sudah diubah 

menjadi PP 8 Tahun 2018 

dikesampingkan oleh Kontrak Karya. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dikemukakan dalam 

bab sebelumnya, Penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa Kontrak 

Karya antara Pemerintah dengan PTFI 

setelah berlakunya PP 1 Tahun 2017 

sebagaimana yang sudah diubah menjadi 

PP 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara berlaku sebagai Undang-

Undang bagi kedua belah pihak selama 



tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Frasa ini 

termasuk mineral tambang yang 

terkandung di dalam wilayah Indonesia 

juga dikuasai negara untuk kepentingan 

kesejahteraan rakyat. Kepentingan 

kesejahteraan rakyat merupakan 

kepentingan tertinggi yang tidak boleh 

dikesampingkan oleh adanya Kontrak 

Karya tersebut. Mengingat keberadaan 

Kontrak Karya antara Pemerintah dengan 

PTFI di bidang pertambangan tidak 

berorientasi pada kepentingan 

kesejahteraan rakyat, maka Kontrak 

Karya tersebut boleh direvisi atau 

dialihkan menjadi izin usaha 

pertambangan khusus. 

Di samping itu, frasa “berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi para pihak” 

tidak harus ditafsirkan bahwa Kontrak 

Karya tersebut sama artinya dengan 

Undang-Undang sebagaimana ditegaskan 

dalam hierarki tata urutan peraturan 

perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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